
 
 

GUBERNUR RIAU 
 

 

PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR : 36 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR RIAU 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011, diperlukan Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011. 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 61 tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera 

Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan ((Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 



Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir 



dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011,nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dan Terakhir Dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 

kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5165); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan  

Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahunn 2011 

tentang perubahan kedua atas peraturan menteri 

dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah. 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 

2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 

2011(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 

Nomor 8) 

26.  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah tahun anggaran 2011  ( Lembaran 

Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 4); 

27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2007 

tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Riau (Berita 

Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 47); 

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 

2011 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 

Nomor 3); 

29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2010 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita 

Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 47); 



30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah ProvInsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2010 Nomor 55); 

31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2011 

tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Riau ( Berita 

Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 40); 

32. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2011 

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011 ( Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 

Nomor 41).   

   

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi anggaran tahun 2011 terdiri atas : 

a. Pendapatan  

1. Pendapatan Asli Daerah : Rp 2.210.130.782.733,83 

2. Dana Perimbangan  : Rp 3.226.836.380.424,00 

3. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah   : Rp        3.473.322.000,00 

Jumlah Pendapatan       Rp : 5.440.440.485.157,83 

 

b. Belanja  

1. Belanja Tidak Langsung : 

a. Belanja Pegawai  : Rp 701.024.525.697.91      

b. Belanja hibah   : Rp 230.628.148.754.00 

c. Belanja bantuan    

sosial : Rp 197.806.681.225,00 

d. Belanja bagi hasil   : Rp 511.015.528.902.40 

Kepada provinsi 

Kabupaten/kota dan 

Pemerintah desa 

e. Belanja bantuan  : Rp    86.365.493.125,00 



Keuangan kepada 

Provinsi/kabupaten/ 

Kota dan pemerintah 

desa 

f. Belanja tidak terduga : Rp         101.550.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung    Rp : 1.726.941.927.704.31     

  

2. Belanja Langsung  

a. Belanja Pegawai : Rp       235.117.018.296,00 

b. Belanja Barang  : Rp        960.890.615.586,40 

Dan jasa 

c. Belanja modal    : Rp     1.342.180.098.717.32 

Jumlah Belanja Langsung    Rp 2.538.187.732.599,72 

Total Belanja      Rp 4.265.129.660.304,03 

Surplus/(Defisit)     Rp 1.175.310.824.853,80 

 

c. Pembiayaan  

1. Penerimaan Daerah : Rp    421.520.452.684.35     

2. Pengeluaran Daerah :Rp     257.449.709.250,60 

Jumlah Pembiayaan Netto    Rp  164.070.743.433,75 

Sisa lebih Pembiayaan     Rp1.339.381.568.287,55 

     Anggaran tahun berkenaan 

 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari peratuturan gubernur Ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran .: 

 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur Ini. 

 

 

 



     Pasal 5 

Peraturan Gubernur Riau  ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangn Peraturan 

Gubernur Riau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Riau. 

 

 Ditetapakn di Pekanbaru 

  Pada tanggal 6 Agustus 2012 

 GUBERNUR RIAU 

ttd 

 

 H.M. RUSLI ZAINAL 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Pekanbaru 

Pada tanggal 06 Agustus 2012 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU 

 

 ttd 

 

H. WAN SYAMSIR YUS  

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 36 

 

 

 


